BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya berupa analisis penulis dalam

penulisan hukum skripsi ini. Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Praktik penggunaan iklan pop-up yang memuat informasi tidak benar oleh

pelaku usaha ditinjau dari UUPK merupakan bentuk pelanggaran

khususnya dalam hal periklanannya. Konsumen banyak yang mengalami

kerugian atas penggunaan iklan pop-up tersebut, adapun bentuk dari

perlindungan hukum sebelum transaksi terhadap konsumen atas kerugian

yang dapat diderita atas iklan pop-up yang berisikan informasi tidak benar

mencakup:

a. Pengawasan terhadap iklan pop-up oleh pelaku usaha;

b. Kewajiban patuhnya pelaku usaha yang menggunakan iklan pop-up
kepada peraturan yang mengatur periklanan; dan

c. Teredukasinya konsumen agar terhindar dari iklan pop-up yang
berisikan informasi tidak benar

Sedangkan, perlindungan hukum setelah transaksi terhadap konsumen atas
kerugian yang dapat diderita atas iklan pop-up yang berisikan informasi
tidak benar adalah:
a. Upaya penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan oleh
iklan pop-up yang berisikan informasi tidak benar.
b. Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang menggunakan iklan pop-
up yang berisikan informasi tidak benar.
Bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan iklan pop-
up yang berisikan informasi tidak benar dalam media elektronik sehingga
tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya oleh pelaku usaha.
Maka konsumen dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha tersebut.
Adapun bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen
dibagi 2 (dua), yaitu tanggung jawab kontraktual apabila terdapat
hubungan langsung antara pelaku usaha dengan konsumen. Serta tanggung
jawab produk bagi pelaku usaha yanng tidak ada hubungan langsung
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antara si pelaku usaha barang dengan konsumen, karena adanya perantara
(perusahaan online advertising atau pemilik sarana iklan pop-up) yang
dalam Pasal 28 UUPK khusus unsur kesalahannya dibuktikan oleh pelaku

usaha, menjadikannya tanggung jawab langsung.

2. Saran

1. Pemerintah sebagai pihak regulator mengeluarkan peraturan perundang-
undangan yang lebih khusus mengenai penggunaan iklan pop-up di
Indonesia, sehingga pelanggaran atas praktik iklan pop-up yang berisikan
informasi tidak benar. Peraturan ini sangat dibutuhkan mengingat
periklanan dalam media elektronik yang lebih kompleks dibandingkan
periklanan secara konvensional.

2. Pemerintah, LPKSM, dan Lembaga Pendidikan mengadakan sosialisasi
edukasi terhadap masyarakat luas sebagai konsumen agar tercapainya
konsumen cerdas. Sehingga dikemudian hari konsumen tingkat
kesadarannya lebih tinggi dan tidak dapat terhindar dari iklan pop-up yang
berisikan informasi tidak benar.

3. Dalam praktik, masih sangat banyak pelaku usaha yang menggunakan
iklan pop-up yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Maka dari itu khusus untuk iklan pop-up ataupun iklan dalam media
elektronik, perlu adanya pengawasan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informatika. Pengawasan tersebut dilaksanakan dengan ditambahkannya
tugas dan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam
melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang
menggunakan iklan pop-up yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dalam media elektronik.
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